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Pajak masukan adalah PPN yang dibayar PKP atas
perolehan BKP atau JKP, termasuk impor BKP
atau pemanfaatan BKP/JKP dari luar negeri di
dalam daerah pabean. Prinsip dasarnya, pajak
masukan dapat dikreditkan jika berkaitan
langsung dengan kegiatan usaha dan memenuhi
syarat administratif seperti memiliki faktur pajak
yang sah.

Dalam praktiknya, pengkreditan ini bertujuan
untuk menghindari pajak berganda, sehingga
hanya nilai tambah (value added) dari setiap
proses distribusi atau produksi yang dikenai
pajak. Mekanisme ini sejalan dengan sistem PPN
di banyak negara lain, termasuk negara-negara
anggota OECD.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu
jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas
konsumsi barang dan jasa. PPN dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu badan atau
individu yang telah dikukuhkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Namun, bagaimana jika PKP tersebut belum
melakukan penyerahan? Apakah PPN yang
sudah dibayarkan sebagai pajak masukan tetap
bisa dikreditkan? Inilah yang menjadi perhatian
utama dalam artikel ini.

Pengertian dan Prinsip Pengkreditan Pajak
Masukan

1.

Ketentuan Pengkreditan Meski Belum
Melakukan Penyerahan

2.

Sesuai perubahan regulasi melalui Undang-
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) dan sebelumnya diatur dalam Undang-
Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan
kemudahan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan BKP/JKP agar tetap bisa
mengkreditkan pajak masukan.

Hal ini berlaku untuk:
Perolehan BKP
Perolehan JKP
Impor BKP

Namun, ada pengecualian untuk perolehan BKP
tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar
daerah pabean, yang tidak dapat dikreditkan jika
belum ada penyerahan.

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan mendorong investasi,
terutama untuk PKP yang masih dalam tahap awal
pengembangan usaha.
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Kriteria PKP yang Belum Melakukan
Penyerahan 

3.

PKP dikategorikan sebagai belum melakukan
penyerahan apabila dalam jangka waktu tertentu
tidak menjalankan kegiatan utama berupa:

Penyerahan BKP atau JKP
Ekspor BKP atau JKP

Kondisi ini bisa terjadi karena PKP:
Masih dalam tahap persiapan usaha
Belum memulai operasional penjualan
Sedang melakukan produksi untuk barang yang
belum dijual

Sebagai contoh, pabrik yang sedang membangun
fasilitas produksi atau perusahaan rintisan (startup)
yang masih menyusun sistem dan strategi
pemasaran tetap dapat mengkreditkan pajak
masukannya selama belum melewati jangka waktu
tertentu.

Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan4.

Agar hak pengkreditan tidak hilang, PKP diberikan
batas waktu sebagai berikut:

3 tahun sejak masa pajak saat pajak masukan
tercatat, berlaku umum
Lebih dari 3 tahun untuk sektor tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti
sektor pertambangan, energi, dan proyek
strategis nasional yang umumnya memerlukan
waktu lebih lama sebelum dapat melakukan
penyerahan

Tambahan informasi dari laman resmi DJP
menyebutkan bahwa ketentuan ini menjadi bentuk
fleksibilitas bagi sektor usaha dengan investasi
jangka panjang. Hal ini sejalan dengan tujuan fiskal
pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi.

Namun, apabila sampai batas waktu tersebut PKP
tetap tidak melakukan penyerahan, maka pajak
masukan yang sebelumnya dikreditkan menjadi
tidak dapat dikreditkan. Jika sudah dilakukan
restitusi (pengembalian kelebihan pajak), maka
kelebihan tersebut wajib dikembalikan ke kas
negara dengan tambahan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.
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Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan5.

Meskipun terdapat kelonggaran, tidak semua pajak
masukan bisa dikreditkan. Beberapa kondisi yang
menyebabkan pajak masukan tidak bisa dikreditkan
antara lain:

Tidak memiliki faktur pajak yang sah
Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
usaha
Telah dibebankan sebagai biaya atau kapitalisasi
Melebihi jangka waktu pengkreditan

Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga agar
pengkreditan pajak tetap konsisten dengan aktivitas
usaha riil dan tidak disalahgunakan untuk
kepentingan non-bisnis.

Kesimpulan

Dengan diberikannya kemudahan pengkreditan
pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan, pemerintah menunjukkan upaya untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong
pertumbuhan bisnis, dan mempercepat
pengembangan sektor produktif di dalam negeri.

Namun, kemudahan ini datang bersama tanggung
jawab administratif dan kepatuhan yang harus
dijaga oleh PKP. Dengan memahami dan mematuhi
ketentuan ini, pelaku usaha tidak hanya menjaga
hak perpajakan mereka, tetapi juga berkontribusi
terhadap sistem perpajakan yang sehat dan
berkeadilan.

Implikasi bagi PKP dan Praktik di Lapangan6.

Bagi PKP yang baru berdiri atau masih dalam fase
pembangunan, kebijakan ini memberikan ruang
untuk tetap menyeimbangkan arus kas. PKP tidak
harus langsung melakukan penyerahan agar bisa
memanfaatkan hak pengkreditan pajak masukannya.

Dari sisi administrasi, hal ini menuntut PKP untuk
memiliki sistem pencatatan yang baik, serta disiplin
dalam melaporkan aktivitas perpajakannya secara
tepat waktu. Praktik ini mirip dengan sistem “input
tax credit” di banyak negara lain seperti Australia
dan Kanada.


